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ABSTRAK: - Dengan adanya perbedaan dalam penilaian unsur prestasi kerja khususnya
unsur penilaian perilaku dan aktivitas individu terhadap Pejabat Pimpinan
Tinggi dan Kepala UKPD DPA mandiri, maka Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah perlu
disempurnakan.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun
2004; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun
2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 40 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.
53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.
21 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 63 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKN
No. 1 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 193 Tahun 2015;
Pergub No. 218 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai mekanisme perhitungan
pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah, diantaranya mengenai waktu

dimulainya pelaksanaan penghitungan proporsi prestasi kerja dan



pelaksanaan input aktivitas kinerja, pejabat penilai, serta nilai tertinggi

prestasi kerja PNS dan Calon PNS.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5
Oktober 2015 dan berlaku surut terhitung mulai April 2015.

- Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 47A.



